BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada
bab sebelumnya, maka penulis dapat mengajukan kesimpulan penelitian sebagai
berikut:

1. Arah politik hukum Pemerintah mengenai pengaturan perkawinan sedarah di
Indonesia dapat terlihat melalui tujuan dan latar belakang Pemerintah dalam
membentuk ketentuan tersebut. Bahwa Pemerintah melarang tegas terjadinya
perkawinan sedarah dengan mempertimbangkan dari dampak-dampak buruk
yang dapat ditimbulkan, baik secara sisi biologis maupun sisi lainnya.
Pemerintah juga melihat bahwa perbuatan tersebut sudah tidak relevan lagi
dengan perkembangan masyarakat saat ini dan dianggap bertentangan dengan
norma kesusilaan masyarakat Indonesia yang dapat mengganggu
keseimbangan masyarakat secara umum. Politik hukum Pemerintah yang
melarang tegas terjadinya perkawinan sedarah adalah tidak lain untuk menjaga
keseimbangan masyarakat karena Pemerintah melihat bawha ini merupakan
salah satu kebutuhan dalam bidang hukum perkawinan yang perlu diatur.

2. Terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan sedarah, arah politik hukum
Pemerintah adalah tidak memberikan dan tidak menjamin perlindungan
hukum. Pemerintah hanya memberikan dan menjamin perlindungan hukum

terhadap anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan sedarah dengan itikad
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baik kedua orang tuanya saat melangsungkan perkawinan. Sehingga, terhadap

anak yang dihasilkan dalam perkawinan pariban dalam masyarakat adat Batak,
Pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum karena orang tuanya tidak
beritikad baik pada saat melangsungkan perkawinan. Politik hukum
Pemerintah tersebut telah memberikan kerugian bagi anak. Status kedudukan
hukum anak tidak sah yang mengakibatkan sang anak hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Pembedaan hak-hak
anak berdasarkan status dan kedudukan hukum anak yang bukan merupakan
akibat dari perbuatan anak adalah bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh
Pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak. Anak tidak

seharusnya menanggung akibat dan kerugian dari perkawinan orang tuanya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka
penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah, dalam rangka memberikan dan menjamin
perlindungan hukum bagi anak yang dihasilkan dalam perkawinan sedarah,
Pemerintah hendaknya tidak membeda-bedakan status anak tersebut hanya
dengan melihat itikad kedua orang tuanya pada saat melangsungkan
perkawinan. Kesejahteraan dan perlindungan anak secara psikis merupakan hal
penting yang perlu dijamin oleh Pemerintah. Pada dasarnya, anak tidak

seharusnya menganggung beban atau mendapatkan imbas akibat tindakan yang
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tidak dilakukannya. Sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya, anak

seharusnya tetap memperoleh perlidungan hukum dalam hal pemenuhan hak-
haknya dari kedua orang tuanya tanpa diskriminasi dengan memandang status
yang diperolehnya.

Disarankan kepada Pemerintah, Pemerintah juga perlu menyinggung mengenai
hukum adat serta praktik-praktik adat dalam ketentuan yang mengatur bidang
perkawinan. Terlebih lagi, melihat bahwasannya Undang-Undang Perkawinan
sebagai unifikasi hukum di bidang perkawinan belum menyinggung sama
sekali soal hukum adat dan praktik adat dalam pengaturannya. Selain itu juga
dengan melihat bahwa beberapa hukum adat dan praktik adat itu sendiri
mengizinkan untuk melakukan perkawinan sedarah dan menganggapnya
sebagai suatu perkawinan yang sah. Sehingga, Pemerintah perlu melihat dan
lebih memperhatikan pada adat-adat yang berkembang dan masih berlaku di
tengah-tengah masyarakat Indonesia agar dapat menyelaraskan dengan
ketentuan dan kebijakan yang sudah maupun baru akan dibuat.

Disarankan kepada masyarakat, untuk dapat ikut berpartisipasi dalam rangka
memperjuangkan hak anak dalam hal terjadinya perkawinan sedarah yang
dilakukan sebagai penyelenggaran perkawinan adat.

Disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian lebih
lanjut untuk menganalisis politik hukum atau visi maupun misi Pemerintah
mengenai kedudukan anak hasil perkawinan pariban dalam masyarakat adat

Batak dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak.
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